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ABSTRAK

Model Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran
tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek
pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya
yang setingkat dengan itu dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan
perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong
pertumbuhan ekonomi Negara pada umumnya dan ekonomi rakyat. Kegiatan PTSL
dilakukan di berbagai daerah dan salah satunya adalah di Kabupaten Pemalang. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Model PTSL di Kabupaten
Pemalang, mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang timbul dalam
implementasi PTSL di Kabupaten Pemalang dan mengetahui dan menganalisis solusi untuk
mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam implementasi PTSL di Kabupaten
Pemalang.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pemalang dan Kecamatan Belik Kabupaten
Pemalang. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris. Data yang
diperoleh dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Data diperoleh dari hasil
wawancara dan studi kepustakaan.

Program PTSI. di Kabupaten Pemalang pada umumnya berjalan dengan baik dengan
persentase keberhasilan di atas 70% walaupun masih ada desa yang tercatat masih di bawah
50%, tetapiada 3 desa yang mencapai target hingga 100%. Implementasi PTSL di Kabupaten
Pemalang pada dua kecamatan yaitu kecamatan Pemalang dan Belik mencapai 82,55% pada
kecamatan Belik, sedangkan pada kecamatan Pemalang mencapai 87,52%. Hambatan-
hambatan yang timbul dalam implementasi PTSL di Kabupaten Pemalang adalah hambatan
individual, hambatan teknis dan hambatan sumber daya. Solusi untuk mengatasi hambatan-
hambatan yang timbul dalam implementasi PTSL di Kabupaten Pemalang adalah
Penyuluhan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) bersama Kantor Pertanahan
Kabupaten Pemalang.

Kata kunci ;: Model PTSL, hak atas tanah, implementasi kebijakan.




A. Pendahuluan

Sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dan dengan mudah
untuk membuktikan bahwa tanah adalah milik sipemegang hak, maka ia dengan bebas untuk
memindahkan haknya dan memberikan beban hak atau memperoleh manfaat dari pihak
ketiga yang menggunakannya. Demikian pula bagi pihak ketiga atau yang akan
berkepentingan terhadap tanah yang bersangkutan akan lebih mudah memperoleh
keterangan yang dapat dipercaya. Menurut Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24
tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf (c) Undang-undang Pokok Agraria untuk hak atas
tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan
yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh negara/pemerintah
secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu
mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan,
penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan
jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda-buktinya dan
pemeliharaannya. Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern
merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam
rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Sebagian kegiatannya
yang berupa pengumpulan data fisik tanah yang haknya didaftar, dapat ditugaskan kepada
swasta, tetapi untuk memperoleh kekuatan hukum, hasilnya memerlukan pengesahan
pejabat pendaftaran yang berwenang, karena akan digunakan sebagai data bukti yaitu
sertifikat.

Kenyaataan yang ada di masyarakat bahwa masih banyak tanah yang belum
bersertifikat. Upaya-upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mensertifikasi hak atas
tanah yaitu dengan dilakukan dengan dua pendekatan yaitu melalui program Proyek Operasi
Nasional Agraria (PRONA) dan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap (PTSL).



Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah
untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran
tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang
setingkat dengan itu dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan
hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi
negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan
pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran tanah secara
sistematik diselenggarakan atas prakasa pemerintah berdasarkan suatu rencana kerja jangka
panjang dan tahunan serta dilaksanakan diwilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri
Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kegiatan ini meliputi ajudikasisi
stematis, survey kadaster, penyediaan fasilitas dan peralatan kantor pertanahan dan
penyebaran informasi tentang manfaat pendaftaran tanah melalui penyuluhan.

PTSL saat ini telah dilaksanakan di berbagai daerah kabupaten di Indonesia seperti
Kabupaten Jepara yang mentargetkan 44 ribu bidang tanah PTSL pada tahun 2018.! Selain
Jepara, kabupaten lain yang telah melakukan PTSL adalah Kabupaten Rohul yang telah
melakukan pengukuran 20 ribu bidang tanah masyarakat untuk penerbitan sertifikasi bagi
tanah nelayan.? Kabupaten lain yang telah melakukan program PTSL adalah kabupaten
Pemalang. Model PTSL di Kabupaten Pemalang ini antara lain adalah di Desa Limbangan
Kecamatan Ulujami, mendapatkan 1100 pemohon dari target 1825 program PTSL.

Permasalahan yang timbul dalam hal ini adalah kurangnya semangat dari warga Kabupaten

I http://jateng.tribunnews.com/2018/04/19/tahun-ini-jepara-target-44-ribu-bidang-tanah-ptsl, diakses pada
tanggal 12 Mei 2024 pukul 17.00.

2 http://pekanbaru tribunnews.com/2018/1 1/07/program-ptsl-bpn-rohul-telah-ukur-20000-bidang-tanah-
masyarakat, diakses pada tanggal 12 Meir 2024 pukul 17.05.

3 http://delikjateng.com/pantura-barat/program-sertifikat-massal-pemalang-berjalan-lancar/, diakses pada
tanggal 12 Mei 2024 pukul 17.08.




Pemalang untuk mempergunakan program tersebut, seperti di Desa Karangasem Pemalang
yang hanya mendaftarkan kuota 1000 bidang dari 2300 bidang tanah.*
Berdasarkan permasalahan ini membuat perlu diketahui kesesuaian pelaksanaan
PTSL pada Kabupaten Pemalang. Berangkat dari sini maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Model Sistem Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran
Tanah Sistematik Lengkap di Kabupaten Pemalang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan menganalis model implementasi PTSL di Kabupaten Pemalang,
mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang timbul dalam implementasi PTSL
di Kabupaten Pemalang dan mengetahui dan menganalisis solusi untuk mengatasi
hambatan-hambatan yang timbul dalam implementasi PTSL di Kabupaten Pemalang.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkanhal-hal yang telah diuraikan di atas sebagai latarbelakang
permasalahan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Bagaimana Model PTSL di Kabupaten Pemalang?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang timbul dalam implementasi PTSL di Kabupaten
Pemalang?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam

implementasi PTSL di Kabupaten Pemalang?

C. Tinjauan Pustaka
1. Pendaftaran Tanah

Pengertian pendaftaran tanah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor

4 http://www . kompos.net/dibalik-program-ptsl-ternyata-dulu-ada-kasus-begini/, diakses pada tanggal 13 Mei
2024 pukul 17.10.




24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah secara terus menerus berkesinambungan dan teratu rmeliputi pengumpulan,
pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis, dalam
bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun
termaksuk pemberian sertifikat, sebagai surat tanda bukti hak bidang-bidang tanah yang
sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun termasuk pemberian sertifikat
sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak
milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh Negara/
Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data
tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan,
penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan
jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan
pemeliharaannya.®
2. Model Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Dasar hukum pendaftaran tanah didasarkan pada Pasal 19 Undang-Undang No 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan, “Untuk
menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah
Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan
Pemerintah.”. Pendaftaran tanah int dipercepat dengan berdasarkan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap vang
menyatakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum

hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara

*Boedi Harsono, Op.Cit, Him73.




pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran

tanah lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Model Implementasi PTSL di Kabupaten Pemalang

Di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalangmemiliki 12 desa/kelurahan,
Desa/kelurahan yang melakukan PTSL adalah 5 desa/kelurahan. Berdasarkan atas data
tersebut di atas, tidak ada desa yang berhasil melakukan program tersebut dengan rata-rata
hanya mencapai 82,55% dari target yang telah ditetapkan. Salah satu factor kurangnya
keberhasilan program PTSL tersebut, karena masyarakat yang kurang antusias terhadap
program PTSL karena masyarakat desa menganggap bahwa program ini sama saja dengan
program sebelumnya yang tidak mengalami kejelasan dalam penerbitan sertifikat.®

Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang memiliki 20 desa/kelurahan.
Desa/kelurahan yang melakukan PTSL adalah 6 desa’kelurahan. Berdasarkan atas data
tersebut di atas, ada desa yang berhasil melakukan program tersebut dan ada yang tidak
berhasil mencapainya dengan rata-rata hanya mencapai 87,52% dari target vang telah
ditetapkan. Salah satu faktor kurangnya keberhasilan program PTSL tersebut, karena adanya
masyarakat yang kurang mendukung program PTSL sebab merasa terlaiu sulit untuk
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan keberatan atas biaya yang dibebankan kepada
masyarakat.”

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan

*Wibowo, Wawancara, Warga Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Peserta PTSL., tanggal 26 Juni 2024,
pukul 11.00
"Turmuji, Wawancara, Warga Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Peserta PTSL. tanggal 26 Junij 2024,
pukul 11.00



Pendaftaran Sistematik Tanah Lengkap menyatakan Pendaftaran Tanah adalah rangkaian
kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan
teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan
data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan
satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang
sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang
membebaninya. Tahapan percepatan pelaksanaan PTSL didasarkan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Pasal 3 yaitu
penetapan lokasi kegiatan Percepatan Pelaksaaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,
pembentukan Panitia Ajudikasi Percepatan, pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang
tanah, pembuktian hak serta pembukuan Hak Atas Tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas
tanah bagi yang memenuhi syarat.

Berdasarkan wawancara dengan peserta PTSL mengatakan bahwa ada yang
berpendapat baik dan sangat baik tentang kegiatan PTSL. Dari beberapa responden
mengatakan bahwa kegiatan PTSL menguntungkan dan ada juga yang mengatakan sangat
menguntungkan karena dengan kegiatan ini masyarakat lebih percaya diri karena sudah
memiliki kepastian hukwn dan tanda batasnya menjadi jelas, dan juga terdaftarnya bidang-
bidang tanah, dapat terpetakan satu desa/ kelurahan sehingga bias didapatkan satu peta
desa/kelurahan lengkap.® Dalam 6 bulan terakhir sejak program PTSL ini dilaksanakan
pemerintah Kabupaten Pemalang dalam hal ini BPN Kabupaten Pemalang telah
menyelesaikan beberapa kegiatan pendaftaran sistematis tanah lengkap ini di beberapa
daerah atau wilayah yang menjadi sasaran atau target dari program PTSL ini.’

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, banyak temuan yang merujuk pada

8 Abdul, Wawancara, Warga Kabupaten Pemalang Peserta PTSL, tanggal 26 Juni 2024, pukul 11.00
“Agus Sutanto, Wawancara, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang, tanggal 26 Juni 2024, pukul
14.30



suatu kesimpulan bahwa BPN Kabupaten Pemalang secara instansi yang melaksanakan
program PTSL dapat mengimplementasikan kebijakan ini dengan baik. Pelaksanaan
program ini di kendalikan denga baik oleh implementor yaitu tenaga pelaksanan program
PTSL di BPN Kabupaten Pemalang. Sementaritu, masyarakat menilai program ini sebagai
suatu program yang memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat sebagai pemilik tanah
dana mereka menilai bahwa pelaksanaan Program PTSL ini memberikan suatu manfaat bagi
mereka yakni kepastian hukum penggunaan tanah dengan diterbitkanya sertipikat yang
berlandaskan hukum, masyarakat juga menilai kinerja implementornya sudah cukup baik
dan sesuai dengan prosedur yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat.

Penulis menginterpretasikan bahwa kebijakan perdaftaran tanah sistematis lengkap
(PTSL) yang diselenggarakan oleh badan Pertanah Nasional (BPN) Kabupaten Pemalang
telah menyebutkan manfaat yang akan diterimanya oleh masyarakat dan manfaat itu telah
dikomunikasikan kepada masyarakat melalui proses pelaksanaan yaitu pada tahapan
sosialisasi, yaitu dengan menyatakan adanya biaya Rp 150.000 untuk biaya kepengurusan
sertifikat tanah yang ditarik melalui Aparat desa. Biaya tersebut seharusnya adalah sebesar
Rp 300.000, namun berdasarkan SKB 3 Menteri, separuh biaya ditanggung oleh Pemerintah
Kabupaten Pemalang sehingga masyrakat hanya perlu membayar Rp 150.000. Kantor
pertanahan Kabupaten Pemalang berupaya untuk melaksanakan kebijakan administrasi
pertanahan dalam rangka terciptanya kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah juga
untuk terlaksananya catur tertib pertanahan maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 220 Tahun 1981 tentang Proyek Operasional Agraria diadakan program
ProyekOperasional Nasional Agraria di Kabupaten Pemalang. Juga adanya Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang
percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Hasil wawancara dengan masyarakat 21 peserta PTSL, 18 peserta menyatakan




mengerti tentang pelaksanaan PTSL pada waktu dilakukan penyuluhan oleh BPN
Kabupaten Pemalang dan 2 peserta menyatakan kurang mengerti. Pada dasarnya masyarakat
peserta PTSL menyatakan bahwa pengsertifikan tanah melalui program PTSL sangat baik
hanya saja yang menjadi kendala adalah penyiapan dokumen kepemilikan tanah dan tanda
batas seperti yang telah diuraikan di atas. Dari 21 peserta program PTSL, 9 responden
menyatakan tidak menemukan kesulitan dalam melengkapi kelengkapan berkastanah dan 12
responden mengatakan mempunyai kesulitan dalam menyiapkan kelengkapan berkas
kepemilikan tanah terutama hal ini ada hubungannya dengan status/kepemilikan tanah.'®

Dart wawancara dengan peserta program PTSL sebanyak 21 orang, 12 responden
menyatakan kesulitan dalam kelengkapan berkas tanah dan 9 responden menyatakan tidak
menemukan kesulitan. Kekurangan masyarakat peserta program PTSL yang ditemui
pelaksana dilapang terutama adalah bukti kepemilikan tanah yang kurang jelas; pada saat
pengukuran pemilik tanah tidak berada ditempat, serta tanda tanda batas yang juga
kurangjelas.!!

Maka, dari pernyataan tersebut di atas peneliti melalui hasil wawancara dan temuan
informasi lainnya dari observasi dan dokumentasi terkait perubahan yang diinginkan dari
Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, peneliti menarik sebuah kesimpulan
bahwa Kebijakan PTSL telah menggambarkan derajat perubahan yang diinginkan dari
implementasi Kegiatan Pendaftaran Tanah yang dikaji berdasarkan peraturan Menteri
Agraria No 1 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), semua tanah bias didaftar untuk sertifikasi, tak terkecuali

bidang tanah yang statusnya masih dalam sengketa. Semua bidang tanah yang masuk

Turmuji, Wawancara, Warga Kabupaten Pemalang Peserta PTSL. tanggal 26 Juni 2024, pukul 11.00
""Sunarno, Wawancara, Warga Kabupaten Pemalang Peserta PTSL. tanggal 26 Juni 2019, pukul 11.00
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program PTSL akan disertifikat tentunya setelah stastusnya sudah jelas. Manfaat
Modei/program PTSL adalah pihak BPN daerah yang bersangkutan akan memiliki catatan
mengenai luas bidang tanah dalam suatu daerah dan semua bidang tanah tersebut akan
terpetakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, bahwa strategi vang telah
dijalankan dalam menunjang program tersebut, BPN Kabupaten Pemalang menerapkan
strategi sesuai dengan yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan PTSL. Strategit
ersebut yaitu, pe rsiapan mencangkup sosialisasi, penetapan lokasi, perencanaan tenaga, dan

pembentukan panitia ajudikasi percepatan, pelatihan dan penyuluhan.

2. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Implementasi PTSL di
Kabupaten Pemalang

Pada implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Tentunya ada tantangan tertentu yang berusaha diatasi oleh para implementornya dengan
cara masing-masing. Tantangan atau hambatan individual adalah sesuatu yang harus
dihadapi dan hanya bias diselesaikan melaui diri pribadi implementornya dan warga sendiri.
Dari wawancara dengan peserta program PTSL sebanyak 21 orang, 12 responden
menyatakan kesulitan dalam kelengkapan berkas tanah dan 9 responden menyatakan tidak
menemukan kesulitan. Kekurangan masyarakat peserta program PTSL yang ditemui
pelaksana dilapang terutama adalah bukti kepemilikan tanah yang kurang jelas; pada saat
pengukuran pemilik tanah tidak berada ditempat, serta tanda-tanda batas yang juga kurang
jelas.’? Berdasarkan wawancara dengan pelaksana PTSL sering yang menjadi kendala
adalah penyiapan dokumen dari masyarakat, sehingga sering terjadi masalah dengan tanda

batas dan bukti kepemilikan yang tidak jelas asal usul tanah tersebut. SDM juga kurang

"*Turmuji, Wawancara, Warga Kabupaten Pemalang Peserta PTSL, tanggal 26 Juni 2024. pukul 11.30
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schingga pekerjaan menjadi terhambat.

Adapun hambatan dan tantangan tersebut dikarenakan permasalahan teknis, seperti
ketidaktersediaan pihak-pihak terkait seperti kepala desa/lurah yang dubutuhkan dalam
memenuhi legislasi berkas masyarakat sehingga memperlambat masyarakat dalam
melakukan pendaftaran. Di bidang pengukuran, kendala teknis yang dihadapi oleh
implementor adalah ketidaktersediaan masyarakat pemilik data yuridis tanah dalam
melakukan pengukuran antara batas-batas tanah yang akan di ukur. Sehingga menyebabkan
keterlambatan dalam proses pengukuran, !?

Sumber daya bias menjadi sebuah tantangan dan hambatan dalam sebuah
implementasi kebijakan. Adapun yang menjadi tantangan dan hambatan pada implementasi
Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam penerbitan sertipikat tanah
secara menyeluruh oleh Badan Pertanazhan Nasional (BPN) Kabupaten Pemalang adalah
keterbatasan tenaga pelaksana. Dalam pelaksanaanya petugas lapangan hanya ada 2 orang
dalam satu kelurahan, sementara masyarakat yang dilayani dalam satu kelurahan bias
mencapai 1000 kebutuhan sertipikat. Sehingga para implementor yang tersedia harus

bekerja sangat keras untuk menyelesaikan pekerjaannya.'*

3. Solusi untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Implementasi
PTSL di Kabupaten Pemalang
Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai BPN, diketahui bahwa saat in

Penyuluhan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) bersama Kantor Pertanahan

3agus Sutanto, Wawancara, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang, tanggal 26 Juni 2024, pukul
14.00
“Agus Sutanto, Wawancara, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang, tanggal 24 Juli 2024, pukul
14.00

10




Kabupaten Pemalang adalah satu-satunya solusi yang dapat dijalankan saat ini.’> Salah satu
tujuan diadakannya kegiatan ini tidak lain adalah karena pentingnya kegiatan Pendaftaran
Tanah salah satunya adalah untuk menjamin kepastian hukum Hak Atas Tanah masyarakat
serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan
penyuluhan dimulai dengan materi mengenai program PTSL yang disampaikan langsung.
Dengan diadakannya kegiatan penyuluhan PTSL tersebut kepada masyarakat Kabupaten
Pemalang diharapkanakan meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat mengenai

kegiatan Pendaftaran Tanah.'6

E. PENUTUP
1. Simpulan
1. Program PTSL di Kabupaten Pemalang pada umumnya berjalan dengan baik dengan
persentase keberhasilan di atas 70% walaupun masih ada desa yang tercatat masih di
bawah 50%, tetapi ada 3 desa yang mencapai target hingga 100%. Model PTSL di
Kabupaten Pemalang pada dua kecamatan yaitu kecamatan Pemalang dan Belik
mencapai 82,55% pada Kecamatan Belik, sedangkan pada Kecamatan Pemalang

mencapai 87,52%.

b

Hambatan-hambatan yang timbul dalam implementasi PTSL di Kabupaten
Pemalang adalah sebagai berikut:

a. Hambatan individual yaitu setiap implementor dituntut lebih cepat, tepat, dan

profesional, serta setiap hari dituntut bekerja meskipun waktu kerja sudah

berakhir, akibat kuantitas SDM yang kurang memadai maka berkas yang

$SAgus Sutanto, Wawancara, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang, tanggal 26 Juni 2024, pukul
14.30
15Agus Sutanto, Wawancara, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang, tanggal 26 Juni 2624, pukul
14.30
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harus diperiksa cukup banyak sehingga implementor dituntut untuk terus
bekerja. Tidak hanya itu, para implementor harus mampu melakukan
pendekatan terhadap perilaku yang berbeda-beda dari kelompok sasaran
kebijakan. Selainituada kekurangan masyarakat peserta program PTSL yang
ditemui pelaksana dilapang terutama adalah bukti kepemilikan tanah yang
kurang jelas; pada saat pengukuran pemilik tanah tidak berada ditempat, serta
tanda tanda batas yang juga kurang jelas

b. Hambatan teknis yaitu ketidak tersediaan pihak-pihak terkait seperti kepala
kelurahan yang dubutuhkan dalam memenuhi legislasi berkas masyarakat
schingga memperlambat masyarakat dalam melakukan pendaftaran dan
ketidak tersediaan masyarakat pemilik data yuridis tanah dalam melakukan
pengukuran antara batas-batas tanah yang akan di ukur yang menyebabkan
keterlambatan dalam proses pengukuran

¢. Hambatan sumber daya yaitu kurangnya jumlah personel dalam melakukan
pendataan tanah, dalam pelaksanaanya petugas lapangan hanya ada 2 orang
dalam satu kelurahan, sementara masyarakat yang dilayani dalam satu
kelurahan bisa mencapai 1000 kebutuhan sertifikat. Sehingga para
implementor yang tersedia harus bekerja sangat keras untuk menyelesaikan
pekerjaannya.

3. Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam implementasi PTSL
di Kabupaten Pemalang adalah Penyuluhan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap) bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang. Tujuan diadakannya
kegiatan ini tidak lain adalah karena pentingnya kegiatan Pendaftaran Tanah salah
satunya adalah untuk menjamin kepastian hukum Hak Atas Tanah masyarakat serta

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan
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penyuluhan dimulai dengan materi mengenai program PTSL yang disampaikan
langsung. Dengan diadakannya kegiatan penyuluhan PTSL tersebut kepada
masyarakat Kabupaten Pemalang diharapkan akan meningkatkan pemahaman serta

kesadaran masyarakat mengenai kegiatan Pendaftaran Tanah.

2. Saran

1.

2

Sebaiknya personel petugas dari Badan Pertanahan Nasional yang bertugas untuk
mendata dan melakukan pengukuran tanah bias ditambah sehingga target pendataan
dan pengukuran tanah dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan awal.

Bagi masyarakat, pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik tidak hanya bergantung
kepada pemerintah, namun masyarakat diarahkan melalui ajudikasi swadaya dan
swadana demi terwujudnya masyarakat yang mandiridalam proses pelaksaanaan
pendaftaran tanah sehingga untuk pemberkasan dan persyaratan bias lebih rapi.
Hendaknya kegiatan sosialisasi dari Badan Pertanahan Nasional harus secara rutin
dilakukan. Data hasil penelitian menunjukkan belum optimalnya program

percepatan PTSL.
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